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WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 7  TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan

Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan program dan
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2015, perlu
diberikan Uang Persediaan yang hanya digunakan untuk jenis
pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan
barang dan/atau jasa;

. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah,perlu menetapkan besaran
Uang Persediaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang
Persediaan Tahun Anggaran 2015

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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11.

12.

13.
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuan 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;
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\_/ Memperhatikan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012
tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat
Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota
Pekanbaru Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

: 1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;

2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN
ANGGARAN 2015.



Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan
kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang
diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN UP

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 10

Pada akhir periode tahun anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada
Bendahara Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank
milik SKPD harus disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melaluj
Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Kota
Pekanbaru.

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

(1)

Daerah adalah Kota Pekanbaru.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada  pemerintah  daerah selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung dan diberikan sekali dalam setahun dengan jumlah
yang ditetapkan oleh Walikota.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah penggantian UP
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung pada saat uang
persediaan mencapai batas minimal.

Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah penambahan
UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan UP sudah
tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II
PENETAPAN BESARAN
UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Penetapan besaran UP Tahun Anggaran 2015 bagi SKPD dilaksanakan
berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-
masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah



iy .

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk
membiayai belanja yang menjadi beban daerah pada masing-masing SKPD
yang tidak dapat dilakukan dengan LS melalui APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai
uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

(2) Kegiatan operasional kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada :

Sekretariat pada Dinas/Badan/ Inspektorat/Kecamatan;

Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Subbagian Tata Usaha pada Kantor;

Sekretariat Daerah dan Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Kelurahan.

o po o

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindah
bukuan/transfer dari rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik
SKPD pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Kota Pekanbaru.

Pasal 5

(1) Mekanisme pengisian kembali (revolving) UP dilaksanakan menggunakan
instrumen GU.

(2) Besaran pengajuan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal
sebesar nominal UP dan sekurang-kurang 50% telah digunakan dapat diminta
Ganti Uang (GU) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun
Anggaran berjalan hingga batas akhir pengajuan SP2D-GU.

Pasal 6

(1) Permintaan Tambahan UP yang sudah tidak mencukupi guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak, satuan kerja perangkat daerah
mengajukan TU.

(2) Batas jumlah pengajuan TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan
dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa TU
disetor ke rekening Kas Umum Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru.
pada tanggal 2 ]uma’l QO /)"

?&ALIKOTA PEKANBARU, 239
-,

- —

((, RDAUS

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Jancar 20sy-

H. M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ..%...
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR L TArfunw Ross”

TANGGAL ‘2 70%,7‘0!0}4.

PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PAGU MAKSIMAL
No. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UANG PERSEDIAAN
(RP.)
1 2 3
1 |Dinas Pendidikan 3.000.000.000,00
2 |Dinas Kesehatan 1.000.000.000,00
3 {Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 300.000.000,00
4 |Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 300.000.000,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipla Karya 300.000.000,00
6 |Dinas Tata Ruang dan Bangunan 300.000.000,00
7 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000,00
8 |Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 300.000.000,00,
9 [Badan Lingkungan Hidup 200.000.000,00
10 |Dinas Kebersihan dan Pertamanan 300.000.000,00
11  |Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 300.000.000,00
12 |Dinas Sosial dan Pemakaman 300.000.000,00
13 {Dinas Tenaga Kerja 350.000.000,00
14 |Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 300.000.000,00
15 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 300.000.000,00
16 |Dinas Pemuda dan Olahraga 300.000.000,00
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 300.000.000,00
18 {Satuan Polisi Pamong Praja 300.000.000,00
19 |KOH & WKDH 150.000.000,00
20 |[PPKD 200.000.000,00
21  |Sekretariat Daerah 3.500.000.000,00
22 |Sekretariat DPRD 2.500.000.000,00
23 |Inspektorat Kota 250.000.000,00,
24 |Badan Kepegawaian Daerah 250.000.000,00;
25 |Dinas Pendapatan Daerah 300.000.000,00
26 |Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 250.000.000,00
27 |Kecamatan Pekanbaru Kota 150.000.000,00
28 |Kecamatan Senapelan 150.000.000,00
29 |Kecamatan Sukajadi 150.000.000,00




PAGU MAKSIMAL
No. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UANG PERSEDIAAN
(RP.)

1 2 3

30 [Kecamatan Sail 150.000.000,00
31 |Kecamatan Limapuluh 150.000.000,00
32 |Kecamatan Rumbai 150.000.000,00
33  [Kecamatan Rumbai Pesisir 150.000.000,00
34 |Kecamatan Bukit Raya 150.000.000,00
35 [Kecamatan Tampan 150.000.000,00
36 |Kecamatan Tenayan Raya 150.000.000,00
37  |Kecamatan Payung Sekaki 150.000.000,00
38  [Kecamatan Marpoyan Damai 150.000.000,00
39  [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 350.000.000,00
40 (Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 200.000.000,00
41  |Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana 300.000.000,00
42 |Badan Perpustakaan Dan Arsip 200.000.000,00
43  [Dinas Pertanian 300.000.000,00
44  |Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 300.000.000,00
45 |Dinas Pasar 300.000.000,00

Diundangkan di Pekanbaru
pada Tanggal 2 7umar7' 2015~

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ....7

~

FIRDAUS

ABEKANBARU, 2,'9

b



